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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi   :   Fungsi Kesaksian Dalam Akta Notaris 

Nama   :   Tauratiya 

Nomor Induk Mahasiswa :   02101001024 

 

Notaris merupakan pejabat umum atau pejabat negara yang berwenang 

membuat akta otentik. Pada setiap akta yang dibuat oleh Notaris, harus disaksikan 

oleh dua orang saksi atau lebih yang identitasnya disebutkan secara tegas pada bagian 

akhir akta. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris tidak mengatur tentang kewajiban para saksi akta untuk merahasiakan 

isi akta. Dengan demikian muncul permasalahan mengenai: “Apakah saksi akta 

Notaris benar mengenal para penghadap dan mengetahui perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh para penghadap dan Notaris ? dan Apakah saksi instrumentair yang 

ikut menandatangani akta Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap 

kerugian dari akta Notaris yang mengandung cacat hukum ?”. Metode penelitian  

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan  

pendekatan perundang-undangan . 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan bahan 

hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum 

sekunder antara lain tulisan ilmiah, artikel dibidang hukum, dan buku-buku pedoman 

dibidang ilmu hukum, dan bahan hukum tersier khususnya yang berkaitan dengan  

kewajiban saksi akta untuk mengetahui kebenaran isi akta dan tanggungjawab saksi 

dalam pembuatan akta Notaris, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa saksi akta 

harus mengetahui isi akta Notaris yang ia tandatangani, dan mengetahui kebenaran 

terhadap perbuatan yang termuat dalam akta Notaris. Apabila para pihak menuntut 

pertanggungjawaban akta Notaris yang menimbulkan kerugian, maka saksi 

instrumentair pada akta Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena 

saksi instrumentair yang dihadirkan dalam pembuatan akta Notaris hanya sebatas 

pemenuhan syarat formalitas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).  

 

 

 

Kata Kunci:  Akta Notaris, Kesaksian, Saksi Attesterend dan Saksi Instrumentair, 

Pertanggungjawaban 

 



 
   

   
           

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Suatu pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari 

pihak lawan, atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi pokok perkara di-

persidangan. Demi mendapatkan kepastian terhadap kebenaran hak tersebut, maka 

dibutuhkan alat bukti tertulis mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan 

hukum. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu 

peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, 

wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
1
 Dengan 

demikian, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 

kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
2
 

Menurut Andi Tahir Hamid, alat bukti adalah sesuatu yang dapat digunakan 

untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu 

sengketa perkara perdata.
3
 Ketentuan Pasal 284 R.Bg, menentukan bahwa alat-alat 

bukti terdiri dari: bukti tertulis; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan; pengakuan-

                                                           
1
 Republik Indonesia (a), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Stbl. 1847 No. 23, 

Psl. 1865. 
2
 Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 83. 
3
 Andi Tahir Hamid, Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, 

Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985, hlm. 90. 



 
   

   
           

 

pengakuan; sumpah.
4
 Sedangkan, Pasal 164 H.I.R menentukan bahwa yang disebut 

alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat; bukti dengan saksi; persangkaan-

persangkaan; pengakuan; sumpah.
5
 Alat bukti juga diatur dalam Pasal 1866 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan bahwa alat 

pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.  

Adapula alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 284 R.Bg, Pasal 

164 H.I.R, dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu alat bukti pemeriksaan setempat 

(descente) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 180 R.Bg dan 153 H.I.R, dan alat 

bukti keterangan ahli (expertise) yang diatur dalam Pasal 181 R.Bg dan 154 H.I.R. 

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti 

dalam hukum perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti dengan 

persangkaan, bukti dengan pengakuan, bukti dengan sumpah, pemeriksaan setempat, 

dan keterangan ahli. 

Pembuktian melalui alat bukti tertulis yang sengaja dibuat, disebut 

pembuktian dengan surat atau akta. Menurut M. Nur Rasyid, alat bukti tertulis atau 

surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk 

mengungkapkan isi hati atau menyampaikan suatu pemikiran dari seseorang dan 

dipergunakan sebagai alat pembuktian.
6
 Sedangkan Abdulkadir Muhammad, 

memberikan pengertian surat ialah merupakan suatu alat bukti tertulis yang berisikan 

                                                           
4
 Republik Indonesia (b), Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg). Stbl. 1927 No.227,         

Psl. 284. 
5
 Republik Indonesia (c), Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R). Stbl. 1641 No. 44, 

Psl. 164. 
6
 M. Nur Rasyid, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 38. 

 



 
   

   
           

 

tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.
7
 Jika ditinjau dari 

bentuknya, ada tiga macam yang digunakan sebagai alat bukti tertulis, yaitu:
 8 

 

1. Surat biasa; 

2. Akta di bawah tangan; dan  

3. Akta otentik.  

Surat biasa umumnya dibuat secara sepihak, dan dalam praktik di pengadilan 

hanya dijadikan sebagai alat bukti penunjang yang sifatnya insidentil dan bukan 

merupakan alat bukti yang pokok dalam suatu sengketa, kecuali dalam sengketa yang 

dihadapi oleh para pihak tidak ada bukti lain yang sah, maka bukti surat biasa dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang pokok dalam suatu sengketa ditambah dengan alat 

bukti sumpah.
9
  

Berbeda dengan surat biasa, akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan 

sebagai alat bukti suatu peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu dianggap 

sebagai buktinya. Sudikno Mertokusumo mengartikan akta adalah surat sebagai alat 

bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
10

  

Dalam hukum perdata, dikenal ada dua macam jenis akta, yaitu akta di bawah 

tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat bukan oleh atau 

tidak dihadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang 

                                                           
7
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 

2000, hlm. 119. 
8
 M. Nur Rasyid, Op.Cit., hlm. 38. 

9
 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 250. 

  
10

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, 

hlm. 149. 



 
   

   
           

 

berkepentingan dalam hal itu dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.
11

 Akta 

di bawah tangan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu:
12

 

1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak di atas 

materai (tanpa keterlibatan pejabat umum); 

2. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerken), atau disebut sebagai 

akta yang dibukukan; dan  

3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau akta di bawah tangan yang 

disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang. 

Sedangkan, pengertian akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang telah ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.
13

 Akta otentik dibuat secara tertulis 

oleh seorang Notaris atas permintaan para pihak yang telah menghadap, yang 

memerlukan jasa Notaris untuk dibuatkan suatu surat tertentu yang telah disepakati 

oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta.
14

  

Suatu akta yang dikategorikan sebagai akta otentik, maka mempunyai tiga 

fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu fungsi pertama ialah akta dapat 

digunakan sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan benar telah 

mengadakan perjanjian atau peristiwa hukum tertentu, fungsi yang kedua akta dapat 

digunakan sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

                                                           
11

 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 123. 
12

  Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan 

Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 16. 
13

 Republik Indonesia (a), Op.Cit., Psl. 1868. 
14

  Sarwono, Op.Cit., hlm. 243. 



 
   

   
           

 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, dan fungsi yang ketiga akta dapat 

digunakan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika 

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi 

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
 15

  

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta otentik yang isinya 

memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada 

Notaris, dan memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-

sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Notaris juga 

berkewajiban untuk menjamin tanggal yang disebutkan dalam akta, yang juga 

menjadi tanggal diresmikannya akta oleh Notaris dan dibacakannya isi akta di- 

hadapan para pihak, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses 

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan ditandatanganinya akta oleh para penghadap, saksi-saksi, dan 

Notaris, akan tetapi tetap saja dalam hal ini Notaris tidak terikat dengan isi akta dan 

juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan.
16

  

Isi dari akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dan keinginan dari 

para pihak penghadap Notaris, bukan keinginan atau kehendak Notaris,
17

 dan isi dari 

akta itu telah terlebih dahulu disaring oleh Notaris agar tidak melanggar hukum, 

sebab Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan sumpahnya 

                                                           
15

  Salim HS. Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006, hlm. 43. 
16

  Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2011, hlm.  32. 
17

  Republik Indonesia (d), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (UUJN). Stbl. 1860 No. 3. Psl. 38 ayat (3) huruf c. 



 
   

   
           

 

jabatan yang diucapkannya. Apabila yang tertulis dalam akta tersebut melanggar 

ketentuan hukum, maka Notaris harus menolaknya.
18

  

Pihak dalam suatu akta Notaris tidak diharuskan untuk hadir sendiri 

menghadapan Notaris. Pihak tersebut dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan 

orang lain dengan menggunakan lembaga kuasa. Dengan demikian, yang menjadi 

perwakilan adalah pihak dalam kedudukan selaku kuasa, sedangkan orang yang 

diwakili adalah pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa.
19

  

Dalam UUJN, Pihak dalam artian notariil teknis adalah pihak dalam akta 

(partij in de akte) dan bukan dalam artian pihak pada akta (partij bij de akte), karena 

pihak dalam akta digunakan juga untuk menunjuk pada pihak dalam pengertian yang 

ditentukan Pasal 1870 KUHPerdata, yaitu suatu akta otentik memberikan suatu bukti 

yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, yang dapat digunakan oleh 

para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun orang-orang yang 

mendapatkan hak dari mereka. 

Pada setiap akta yang dibuat oleh Notaris, harus disaksikan oleh dua orang 

saksi atau lebih yang identitasnya disebutkan secara tegas pada bagian akhir akta. 

Dalam hukum perdata, kesaksian merupakan suatu kepastian yang diberikan kepada 

hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan 

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam 

perkara yang dipanggil di persidangan, dengan kata lain kesaksian tersebut harus 
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diberitahukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan orang lain serta tidak boleh dibuat 

secara tertulis.
20

 

 Akan tetapi, dalam pembuatan dan peresmian akta Notaris yang harus 

disaksikan paling sedikit oleh dua orang saksi, saksi diartikan sebagai pihak ketiga 

yang ikut dalam pembuatan akta Notaris. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, saksi 

akta Notaris merupakan saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta (instrument), 

yang lebih dikenal dengan saksi instrumentair (instrumentaire getuigen).
21

 Ketentuan 

hadirnya dua orang saksi dalam pembuatan akta diatur jelas pada Pasal 40 ayat (1) 

UUJN, yaitu: 

Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang 

saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. 

Notaris bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan mengenai formalitas-

formalitas yang harus dipenuhi oleh suatu akta berdasarkan ketentuan yang telah 

diatur Undang-Undang. Peran saksi dalam akta Notaris dianggap sangatlah penting, 

karena merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dari akta Notaris, akan tetapi 

dalam UUJN tidak terdapat aturan yang jelas  mengenai kewajiban para saksi akta.  

Notaris diwajibkan untuk mengetahui dan memperhatikan identitas para saksi 

akta, dan tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi. Dalam hal saksi 

yang belum dikenal Notaris harus diterangkan atau diperkenalkan identitasnya serta 

kewenangannya kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, kecuali 
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orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan berupa persyaratan 

menjadi saksi dalam pembuatan akta Notaris.
22

 Saksi dalam akta Notaris yang 

dimaksud ialah: 

1. Saksi attesterend atau saksi pengenal. 

Saksi attesterend atau saksi pengenal adalah saksi yang dibawa oleh 

penghadap yang tidak dikenal oleh Notaris, berfungsi untuk mengenalkan 

penghadap yang tidak dikenal kepada Notaris, yang identitas dan kewenangan 

saksi kemudian disebutkan pada bagian badan akta, sesudah isi akta.  

2. Saksi Instrumentair. 

Saksi Instrumentair adalah saksi yang menyaksikan atau hadir dalam 

formalitas pembuatan akta sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, serta 

ikut menandatangani akta. Identitas dan kewenangan saksi disebutkan pada 

bagian akhir akta.  

Dalam praktiknya, yang menjadi saksi instrumentair dalam akta biasanya 

adalah karyawan Notaris itu sendiri. Sifat dan kedudukan saksi instrumentair ialah 

turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam 

penandatanganan akta Notaris.  

Para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris 

terhadap akta itu, dan bagi saksi tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta 
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itu dalam ingatannya. 
23

 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris juga tidak terdapat aturan mengenai kewajiban saksi instrumentair 

terhadap akta Notaris, serta tanggungjawabnya sebagai saksi dalam akta Notaris. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas 

beberapa permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Fungsi Kesaksian 

Dalam Akta Notaris”. 

 

B.   Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah saksi akta Notaris benar mengenal para penghadap dan mengetahui 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan Notaris ? 

2. Apakah saksi yang ikut menandatangani akta Notaris dapat dimintakan 

pertanggung jawaban terhadap kerugian dari akta Notaris yang mengandung 

cacat hukum ? 

 

C.   Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian skripsi ini dititikberatkan pada: 

1. Kebenaran kesaksian terhadap proses pembuatan akta dalam bentuk 

penandatanganan oleh saksi pada akta Notaris, yang dalam hal ini adalah saksi 

diwajibkan untuk hadir pada saat pembacaan akta oleh Notaris, menyaksikan 
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perbuatan hukum yang dilakukan para penghadap dan Notaris, dan ikut 

menandatangani akta Notaris, serta kewajiban saksi untuk mengenal para 

penghadap dan mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh para 

penghadap dan Notaris.  

2. Pertanggung jawaban saksi terhadap tandatangannya pada akta Notaris yang 

mengandung cacat hukum, dimaksud dalam hal ini yaitu cacat hukum karena 

tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan 

materiil, serta dalam hal pembuatan akta Notaris tidak sesuai dengan aturan 

hukum atau ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang 

 

D.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih jelas mengenai kebenaran kesaksian 

dari saksi akta Notaris terhadap proses pembuatan akta dihadapan Notaris, yang 

diharuskan untuk mengenal para penghadap dan mengetahui perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh para penghadap dan Notaris  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana saksi yang ikut 

menandatangani akta Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap 

kerugian yang timbul dari akta Notaris. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 



 
   

   
           

 

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan akta Notaris. 

2. Manfaat Praktis, memberikan gambaran kepada para pihak diantaranya pengguna 

jasa Notaris dan perihal pembuktian, khususnya kedudukan yang menjadi saksi 

dalam akta Notaris, serta sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan penelitian ini dan memberikan jawaban atas permasalahan yang 

telah diteliti. 

 

F.   Kerangka Teori dan Konsepsi  

1.    Kerangka Teori  

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, kerangka teori pada suatu penelitian 

hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada 

kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya 

berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum.
24

  

Suatu teori akan bersifat lebih konkrit apabila memenuhi kriteria ideal dari 

teori, yaitu;
25

 

1. Teori harus konsisten, tidak ada hal-hal yang bertentangan di dalam kerangka 

yang bersangkutan; 

2. Teori terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai interrelasi yang 

serasi mengenai penyebab atau gejala tertentu; 
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3. Pernyataan dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur gejala yang 

menjadi ruang lingkupnya yang masing-masing bersifat tuntas; 

4. tidak terdapat pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan tersebut; 

5. Teori harus dapat diuji dalam suatu penelitian. 

Kerangka Teori pada suatu penelitian mempunyai beberapa yang mencakup 

hal-hal kegunaan sebagai berikut:
26

 

1. Berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak 

diuji kebenarannya. 

2. Sangat berguna dalam mengembangkan sistim klasifikasi fakta dan membina 

struktur konsep-konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi baru. 

3. Teori merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui, yang 

kemudian diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. 

4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karna itu telah 

diketahui penyebab fakta itu terjadi dan kemungkinan besar faktor tersebut 

akan timbul lagi dimasa mendatang 

5. Memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti, 

walaupun di dalam kenyataannya peneliti merasa dirinya cukup berkompeten 

untuk melakukan penelitian. 

Dalam penelitian ini teori hukum yang digunakan penulis adalah teori tentang 

pertanggungjawaban hukum oleh Hans Kelsen, yaitu suatu konsep yang berkaitan 

dengan konsep kewajiban hukum, konsep yang menegaskan bahwa seseorang 
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bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu, dan bahwa dia 

memikul tanggungjawab hukum serta dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 

perbuatan yang bertentangan.
27

 Prinsip pemberian sanksi terhadap suatu perbuatan 

seseorang hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya, 

dan dengan maksud yang salah tidak diterima dalam hukum modern.
28

 

Perlu dibedakan antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum 

ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap deliquent, yang dalam artian tidak 

hanya pada subyek suatu delik, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum 

terkait dengannya, yang dalam hal ini hubungan tersebut ditentukan oleh aturan 

hukum.
29

 Teori tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara 

tanggungjawab saksi akta Notaris yang berkaitan dengan tugasnya sebagai saksi 

instrumentair pada akta Notaris yang tidak diatur secara khusus dalam UUJN. Tugas 

saksi instrumentair salah satunya adalah membubuhkan tandatangan pada akta 

Notaris guna memenuhi syarat formil sutau akta dapat digolongkan menjadi akta 

otentik dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan.  

Munir Fuady mengartikan pembuktian itu ialah suatu proses baik dalam acara 

perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah 

menurut hukum, dilakukan dengan tindakan prosedur yang khusus untuk mengetahui 

apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta yang dipersengketakan di-
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pengadilan itu benar atau tidak.
30

 Sedangkan, Menurut Nashr Farid Washil, 

pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah 

berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan 

apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.
31

 Beberapa teori tentang pembuktian 

yang dipergunakan sebagai pedoman dalam hukum pembuktian, yaitu:
32 

 

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief), yaitu 

bagi siapa yang mengemukakan sesuatu, maka harus membuktikan dan bukan 

yang mengingkari atau menyangkalnya; 

2. Teori subyektif, yaitu teori yang menerapkan bahwa suatu proses perdata 

merupakan pelaksanaan hukum subyektif, atau bertujuan mempertahankan 

hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau 

mengaku mempunyai hak harus membuktikan; 

3. Teori obyektif, menegaskan bahwa dalam hal mengajukan gugatan, berarti 

penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan 

hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan; dan 

4. Teori publik, yaitu teori yang memberikan wewenang lebih luas pada hakim 

untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik. 

Menurut Riduan Syahrini, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti 

yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna 
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memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
33

 Dalam hal 

ini, M. Yahya Harahap mendefinisikan alat bukti sebagai segala hal yang dapat 

memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di-

pengadilan.
34

  

Dalam Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti terdiri dari: bukti tertulis; bukti dengan 

saksi-saksi; persangkaan; pengakuan-pengakuan; sumpah. Dalam Pasal 164 H.I.R, 

yang disebut alat-alat bukti yaitu: bukti dengan surat; bukti dengan saksi; 

persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Sedangkan, ketentuan Pasal 1866 

KUHPerdata menentukan bahwa alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; 

persangkaan; pengakuan; sumpah.  

Selain alat-alat bukti tersebut, dikenal juga pemeriksaan setempat (descente) 

dan keterangan ahli (expertise) sebagai alat bukti, meskipun tidak secara tegas 

disebutkan bahwa pemeriksaan setempat dan keterangan ahli merupakan alat bukti 

yang diatur dalam Pasal 284R.Bg dan 164 H.I.R.
35

 Dari ketentuan pasal-pasal 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa alat bukti dalam hukum perdata terdiri dari 

bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti dengan persangkaan, bukti dengan 

pengakuan, bukti dengan sumpah, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli. 

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata, ditentukan bahwa pembuktian dengan 

alat bukti tulisan dilakukan dengan tulisan akta. Sudikno Mertokusumo, mengartikan 
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akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, isinya memuat peristiwa 

yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan 

sengaja untuk dijadikan sebagai alat pembuktian.
36

 Dalam hukum perdata dikenal ada 

dua jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik.  

Akta di bawah tangan adalah suatu surat tertulis yang dibuat sendiri oleh para 

pihak atas kesepakatan para pihak dan pembuatannya tidak di hadapan pejabat umum 

atau pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk itu.
37

 Akta di bawah tangan 

pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalam akta, tetapi 

tidak mengikat bagi hakim. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah 

tangan tidak sekuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan 

mengikat tidak hanya para pihak, tetapi juga hakim.  

Sedangkan, akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata diartikan sebagai 

suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, 

ditempat dimana akta dibuat, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang.  

Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam 

kekuatan pembuktian, yaitu:
38

 

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah. Dengan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan 

kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa akta tersebut 

tergolong akta otentik.  
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2. Kekuatan Pembuktian Formal. Akta otentik membuktikan kebenaran dari apa 

yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh 

Notaris sebagai pejabat umum didalam mnjalankan jabatannya atau 

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
39

 

3. Kekuatan Pembuktian Materiil. Akta otentik membuktikan bahwa suatu 

kejadian dan peristiwa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang 

sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak 

dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang 

selanjutnya disebut UUJN), memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris merupakan pejabat umum 

yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN memiliki kewenangan untuk membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 

Undang-Undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.  

Kewenangan lain yang dimiliki Notaris selain membuat akta otentik 

dijelaskan pula dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu mengesahkan tanda tangan dan 
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menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan 

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang 

berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang. 

Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
40

 Menurut 

A. Kohar, akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris 

berdasarkan bahwa para penghadap telah dikenal oleh Notaris dan dengan disaksikan 

oleh dua orang saksi yang juga dikenal oleh Notaris, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang formil, materil dan terhadap pihak ketiga.
41

 Sedangkan G.H.S 

Lumban Tobing, mengartikan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu akta 

yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau keadaan yang 

dilihat atau disaksikan sendiri oleh pembuat akta itu, di dalam menjalankan 

jabatannya sebagai seorang Notaris.
42

  

Akta Notaris dianggap sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian 

terhadap suatu akta Notaris dilakukan dengan asas praduga sah (Vermoeden van 

Rechtmatigheid) atau Presumptio lustae Causa, yaitu asas yang menegaskan bahwa 
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suatu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta 

tersebut tidak sah.
43

  

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan yang 

disebabkan oleh suatu tindakan mengandung cacat hukum, suatu tindakan yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara 

lahiriah, formil, dan materiil, serta dalam hal pembuatan akta Notaris tidak sesuai 

dengan aturan hukum atau ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi 

asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum 

karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.
44

   

Hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada 

bagian akhir akta dijelaskan secara tegas dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN. Saksi dalam 

akta Notaris harus dikenal oleh Notaris yang membuat akta, atau dalam hal saksi 

yang belum dikenal Notaris harus diterangkan atau diperkenalkan identitasnya serta 

kewenangannya kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap.
45

  

 

2.    Konsepsi 

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konsepsi pada dasarnya merupakan 

kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin 

atau akan diteliti, suatu kerangka yang dianggap sebagai pedoman yang lebih konkrit 

                                                           
43

  Habib Adjie, Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2013, hlm. 133. 
44

 Ibid., hlm. 134. 
45

 R. Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit., hlm. 141. 

 



 
   

   
           

 

dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-

defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.
46

 

Di dalam suatu penelitian hukum, maka usaha untuk merumuskan pengertian-

pengertian hukum adalah sangat penting, untuk menghindari terjadinya salah 

pengertian dan pemahaman tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, 

maka dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi operasional sebagai berikut: 

1. Pembuktian merupakan suatu proses dalam menyelesaikan perkara perdata, 

pidana atau perkara lainnya menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum, untuk membuktikan suatu tindakan atau mengetahui kebenaran suatu 

fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan. 

2. Alat bukti adalah segala hal yang menurut ketentuan Undang-Undang dapat 

memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan. 

3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di-

pengadilan, baik secara lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, 

menerangkan apa yang disaksikan, dilihat, didengar atau yang dialaminya 

sendiri baik berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan 

ataupun suatu kejadian. 

4. Kesaksian ialah suatu kepastian yang diberikan atau dengan kata lain 

keterangan yang diberikan kepada hakim di pengadilan tentang suatu 

peristiwa yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri, atau peristiwa yang 

sedang disengketakan di pengadilan secara lisan dan pribadi tanpa diwakili 
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oleh orang lain dan bukan merupakan salah satu diantara pihak yang 

berperkara. 

5. Notaris adalah umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang bersifat 

tidak memihak dan tidak bergantung pada siapapun. 

6. Akta otentik ialah akta yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya, digunakan 

sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara pembuatan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

 

G.   Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder 

sehingga dapat disebut pula dengan penelitian kepustakaan,
47

 yang kemudian akan 

didukung dengan data primer, yaitu data yang didapat dari penelitian secara langsung 

dimasyarakat melalui wawancaradengan beberapa narasumber terkait, demi 

mendapatkan kepastian data dalam penulisan skripsi ini.  
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2. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan termasuk pada 

penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap efektivitas hukum, 

penelitian berlakunya hukum, penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, 

dan penelitian dampak hukum.
48

 Metode ini merupakan suatu pendekatan yang 

mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang 

bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu 

penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan 

tentang hal yang diteliti.  

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama,
49

 dalam hal ini data primer diperoleh penulis langsung dari penelitian 

lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait, dimana wawancara 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud 

untuk memperoleh penjelasan dari responden.  

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-

bahan kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, 
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literature, buku-buku lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang dalam 

penulisan skripsi ini terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat yang bersifat autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lain yang berkenaan.
50

 Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPdt), Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Het Herziene 

Indonesisch Reglement (H.I.R) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

b) Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.
51

 Bahan hukum sekunder yang digunakan antara 

lain tulisan ilmiah dibidang hukum, buku-buku pedoman dibidang ilmu hukum 

dan artikel internet yang berkaitan dengan penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, 

ensiklopedia dan lain-lain.
52
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu: 

a) Studi Kepustakaan (library Research).  

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan/ studi dokumentasi dari 

bahan-bahan seperti Undang-Undang, literature, buku-buku lain yang relevan 

dengan materi penelitian yang dibahas. 

b) Studi Lapangan (Field Research).  

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data 

primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan 

wawancara terstruktur kepada tiga orang responden yang merupakan Notaris 

dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, dimana wawancara dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk 

memperoleh penjelasan dari responden. Wawancara merupakan situasi peran 

antar pribadi bertatap-muka, proses tanya jawab secara lisan antara pihak 

penanya atau pencari informasi dengan pihak responden atau pemberi informasi 

sebagai narasumber menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan 

maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.
53

 Wawancara dilakukan 

terhadap Bapak H. Kemas Abdullah, S.H selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia 

(I.N.I) wilayah Sumatera Selatan, dan Bapak Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn, selaku 

Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang.  
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5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kantor Notaris dan 

PPAT H. Kemas Abdullah, S.H, yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar, Nomor 15 

Palembang, dan di Kantor Notaris dan PPAT Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn, yang 

beralamat di Jalan Puncak Sekuning Nomor 3, Palembang. Serta, penelitian 

kepustakaan yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Tehnis Perpustakaan Universitas 

Sriwijaya dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta di 

Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan. 

 

6. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan 

diteliti yang memiliki ciri-ciri yang sama.
54 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan dari obyek pengamatan yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan 

tugas dan jabatan Notaris, serta pihak-pihak yang bertugas menjadi saksi dalam 

akta Notaris. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak 

mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja 

untuk diteliti sebagai sample yang memberikan gambaran tentang objek 

penelitian secara tepat dan benar.
55
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b. Sampel  

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dengan cara Non-

probabilitas atau Non-random, yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi 

tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel,
56

 yang 

pengambilan sampelnya digunakan cara yaitu purposive sampling, yang dipilih, 

karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan 

efisien. Purposive sampling yaitu pengambilan sample yang ditentukan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif peneliti, yang dalam hal ini 

penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 

populasi, dan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan 

penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi 

pendahuluan.
57

 Sampel dalam penelitian ini adalah Notaris yang berkedudukan di 

wilayah hukum kota Palembang dan untuk melengkapi data, peneliti akan 

melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak H. Kemas 

Abdullah, S.H dan Bapak Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn.  

 

7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian hukum ini kemudian dikumpulkan dan 

dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode 

                                                           
56

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 103. 
57

 Ibid., hlm. 106. 

 



 
   

   
           

 

untuk menghasilkan data deskriptif yaitu analisis terhadap data-data yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, dan 

menganalisa bahan-bahan hukum.
58

 Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis 

bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang ditelitinya.  
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